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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kepentingan ekonomi politik Jepang dalam regulas
perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global. Konsep human rightsin global political economy
digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan
bahwa pemerintah Jepang menerbitkan Pedoman Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan
yang Bertanggung Jawab untuk mencapai kepentingan ekonomi politik yaitu untuk melindungi industri dari
ancaman bisnis terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Uniglo dalam praktik
kerja paksa Uighur di China dan untuk meraih posisi kepemimpinan di kawasan Asia dengan mewujudkan
‘tatanan internasional yang baru yang berasal dari Asia terkait regulasi perlindungan hak asas manusia
dalam rantai pasok global. Pemerintah Jepang mementingkan regulasi perlindungan hak asasi manusia
dalam rantai pasok global karena hal tersebut akan membantu mencapai ‘ diplomasi hak asasi manusia
secara penuh di bawah pemerintahan Fumio Kishida. Kata Kunci: regulasi, bisnis dan hak asasi manusia,
rantai pasok global, ekonomi politik.

This research aims to explore Japan's political economic interests in the regulation of human rights
protection in global supply chains. The concept of human rightsin the global political economy isused asa
guideline in conducting this research. This research uses qualitative methods with data collection techniques
through literature studies. The findings in this study show that the Japanese government issued the
Guidelines for Respecting Human Rightsin Global Supply Chains to achieve political economy interests,
namely to protect industries from business threats related to potential human rights violations such as what
happened to Uniglo in the practice of forced labour of Uighursin China and to gain aleadership positionin
the Asian region by realising a‘ new international order originating from Asia related to the regulation of
human rights protection in global supply chains. The Japanese government attaches importance to the
regulation of human rights protection in global supply chains because it will help achieve full-fledged
“human rights diplomacy’ under the Fumio Kishida administration.
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